LOGO PIHAK KESATU
LOGO PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
………………………… (Pihak Kesatu – sebagai pemprakarsa)
DAN
............................... (Pihak Kedua)

TENTANG

………………………….
NOMOR : 
NOMOR : 

Pada hari ini ……….… tanggal  ………….. bulan …….…… tahun ……….. (..-..kami yang bertanda tangan di bawah ini:
	I. ………………………….. (nama tanpa gelar)

	:
	(Jabatan) …………., berkedudukan di ……….., Jalan …… Nomor …, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan ……………. Nomor ………… Tahun ……….. tanggal …………. tentang …………………, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ........................., yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

	II. ………………………… 
(nama tanpa gelar)
	:
	(Jabatan) …………., berkedudukan di ……….., Jalan …… Nomor …, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan ……………. Nomor ………… Tahun ……….. tanggal …………. tentang …………………, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ........................., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



[bookmark: _heading=h.38ghagob8inr]Berdasarkan pada:
1. …………………….;
2. …………………….;
3. dst...
4. Kesepakatan Bersama Antara ………………. Tentang …………………

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. bahwa ………………………………………………;
(menerangkan pihak kesatu terkait kewenangan sesuai judul/menerangkan kronologi program kegiatan yang akan dilaksanakan)
1. bahwa ................…………………………………;
(menerangkan pihak kedua terkait kewenangan sesuai judul/menerangkan kronologi program kegiatan yang akan dilaksanakan)
1. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara ……………………….. tentang …………………… Nomor : ………………., Nomor : …………………

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang …………………………….., yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama …………... (nama kegiatan)
(2) Perjanjian ini bertujuan sebagai berikut:
a.  ………………………;
b. ……………………….;
c. ……………………….;
d. Dst.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah ….. (nama kegiatan) di Kabupaten Klaten.
[bookmark: _heading=h.r5rkwcaaiihm]
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. ………………..;
b. ………………..; dan
c. ……………….. .
(disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada di Kesepakatan Bersama)

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) …………………..;
(2) …………………..; dan
(3) ……………………
(disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada di Kesepakatan Bersama)

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:
a. ………………..;
b. ………………..;
c. dst.
(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
a. ………………..;
b. ………………..;
c. [bookmark: _heading=h.nz47ou26psu]dst. 
(3) Hak PIHAK KEDUA adalah;
a. [bookmark: _heading=h.1qdxgs2lw7lq]………………..;
b. ……………….;
c. dst.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah;
a. ……………….;
b. ……………….;
c. dst. 

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan duplikasi pembiayaan dan/atau penganggaran atas kegiatan yang sama.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal …………………

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila tidak terlaksana Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
(2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
(3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian.
(2) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan/atau belum diselesaikan sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini, sepanjang masih relevan dengan pelaksanaan kegiatan ICHC 2026.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU:
(Instansi)
Alamat 	: 	…..
Telepon 	:  …..
Email	:  …..
b. PIHAK KEDUA:
(Instansi)
Alamat 	:  …..
Telepon 	:  …..
Email	:  …..
(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud dinyatakan efektif.
(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 12
ADENDUM (jika diperlukan)

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perubahan (Adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.


[bookmark: _GoBack]Pasal 13
KETENTUAN LAIN - LAIN  (jika diperlukan)

(1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjajian Kerja Sama ini akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
(2) Pelaksanaan Perjajian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.




      Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.


         PIHAK KEDUA,                                           PIHAK KESATU,



          (…………..)                                                  (……………..)


